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MEMBAN GUN HUKUM BERPARADIGMA
PANCASILA DALAM T RE ND GLOBALISASI

Oleh:
Dr.Djauhari, S.H., M.Hum.

Abstrak Era globalisasi berpengaruh adanya percarflpuran dan penetrasi satu sistent

hukum ke sistem huktm lainnya. Indonesia hingga kini masih memberlakukan berbagai

prodt& htrkum peninggalan kolonial Belanda, akan mengalami pembangunan hukum

untuk menyesuaikan hubungan global. Kondisi yang demikian dibutuhkan adanya

kearifan bagi berbagai pihik yang berkepentingan bagi lahirnya produk peraturan

perundang-undangan yang tetap komitmen terhadap nilai-nilai ideologis Pancasila

sebagai staatsfundantentalnornt. sehingga dapat melahirkan produk hukum yang

berparacligma Paneasila. Mengabaikan produk hukum dengan paradigma Pancasila

dapat berakibat arah kebijakan dalum upaya mengikuti irama globalisisasi akan

lqrut dalam tarikan sistent hukunx yang di dominqsi oleh nilai-nilai yang bercorak

liberalis/kapitatis. Apabita hal ini tidak disadari, maka bangsa kita akan meniadi

bangsa dengan 'kepribadian terbelqh', di mana terjadi ketimpangan antara nilai-

nilai yang dikehendaki dengan struktur dan normanya.

Kuta Kunci I Hukunt Paradigma Pancasila, Globalisasi'

A. Pendahuluan

- Globalisasi mengandung maknayang dalam danterjadi di segalaaspek

kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan

teknologi, hukum dan sebagainya. Globalisasi yang ditandai denganrevolusi

informasi menuntut nilai-nilai dan norma-niorma baru dalam kehidupan skala

nasional maupun intemasional. Di bidang ekonomi, pendorong utama globalisasi

adalah meningkatnya alus informasi, uang dan balang melalui perusahaan

multinasional. Dalambidanghukum, globalisasi ditandai denganhilangnyabatas-

batas kenegaraan dan tidak ada lagi negara yang mengklaim bahwa negara

tersebut menganut satu sistem hukum secara absolut. Sudah terjadi percampuran

dan penetrasi satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya. Di antara rumpun

hukum, baik sistemAnglo Saxon, Eropa Kontinental, Sosialis maupun sistem

hukum Timur Tengah saling men€adopsi dan terj adi percampuran hukum.

Fenomena globalisasi hukum ini juga telah melanda Indonesia Dalam

konteks ini wacanamengenai pembangunanhukum di Indonesiamenjadimenarik

untuk dicermati, karena selain terpenganrh oleh globalisasi, Indonesiajuga sedang

mengalami transformasi dari negara agraris ke negara industri. Transformasi ini
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mengimbas pula dalam kehidupan atau pembentukan hukum modem Indone-
sia. Pendek kata, saat ini masyarakat Indonesia sedang berada dalam situasi
perubahan, baik dalam dimensi penggunaan teknologi, struktur pemerintahan
dan kehidupan politik maupun dalam cara-cara produksi yang kemudia' lebih
mengedepankan konsep efisiensi. Dalam tulisan ini akan dikemukakan
pennasalahan: bagairnana membangun hukum berparadigma pancasila dengan
tetap memperhatikan t re nd globalisasi yang menginginlcan keterbukaan,
demokrasi, dan keadilan.

B. Pembahasan
1. Pembangunan Hukum Berparadigma pancasila

Pembangunan hukum nasional merupakan satu wacana yang tidak pemah
selesai. Wacana tersebut berkisar pada beberapa persoalan seperti benarkah
hukumnasionallndonesiamempunyai'sistem'tertentu"benarkanhukumnasional
tersebut sudah terbentuk, apakah pilihan terhadap 'sistem, hukum nasional
tersebut dilakukan secara sadar berlandaskan 'paradigma' apakah hukum
nasional lndonesiahendak dibangun, serta bagaimanakah hukum nasional [n-
donesia akan dibangun tanpa meninggalkanjatidiri bangsa dalam situasi dunia

' yang semakin global. Masyarakat juga mempertanyakan sej auh mana pemerintah
juga telah melaksanakan amanat uuD 1945 yang menegaskan bahwa negara
kita adalah negara yang berdasar atas hukum, bukan kek-uasaaan semata-mata.

Persoalan ini terkait dengan pembangunan hukum nasional dalam era
global dirasakan begitu urgen dengan alasan: pertama,bahwa fenomena
globalisasi yang masuk Indonesia tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa
aturan. Kedua, hukum merupakan j aminan yang inheren di dalam pembangurum
nasional, karena itu hukum harus mampu melekat dalam semua aspek dalam
ipoleksosbudhankam. Hukum harus tampil sebagai mekanisme pengintegrasi
yang dapat mempersatukan berbagai kepentingan, yaitu kepentingan intemal
bangsa, antara kepentingann nasional dan internasional dan antar sektor
kehidupan nas ional. 1 .Ketiga. sebagai norm4 hukum akan memberikan rambu-
rambu dalam tata kehidupan yang beradab. Keempat, terkait dengan era
perdagangan bebas di tahun 2020, hukum akan menj adi bagian yang semakin
penting sebagai salah satu wujud jati diri bangsa dalam suasana global yang
cenderung liberal.

' Muladi, Menjamin Kepasrian, Ketertiban, penegakan, dan perlindungan
H u kum D a I a m Er q G I o b a I a I i s a s i, Makalah, I g g g, hal 6 -7 .
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Apabila kita menelusuri sejarah dutia, pada hakekatnya adalah sejarah
dominasi bangsa-bangsa dunia Barat atas bangsa Timur dalam berbagai bidang
seperti politik, el'onomi, hukum, dan demokrasi. Dominasi itutampak dalam
penekanan konsep-konsep rule rf the /ar,r', demokrasi, ecptality before the
law, f'eedont of speech. Sebagai penyeimbang kita dapat berpikir bagaimana
bila sejarah duniaterjadi yang sebaliknya, bukan diominasi Barat atas Timur.
tetapi dominasi bangsa Tinur atas bangsa-bangsa Barat?. Mungkin akan banyak
muncul konsep-konsep ketimuran yang akan menja di 'pattern ' di dunia. Hal
ini penulis kemukakan agar kita tidak terpaku pada 'pattern-pattern 'Barat
yang sepertinya tampak sudah baku.
Membangunhukum agar sesuai denganjati diri sesuai dengannilai dan struktur
sosial Indonesi4 membuhrhkan sikap kritis, dan berpikir terbuka karena dalam
stnrktur yang ada saat ini banyak nilai-nilai yang tidak mudah untuk ditampurg
dalam sistem I lukum Pancasila. Realitas yang ada di Indonesia saat ini adalah
adanya missinkronisasi antara nilai-nilai dengan normayang berlaku. Antara
nilai-nilai dan nolma-nomla tidak Jumbuh' . Nilai-nilai yang ingin dimunculkan
adalah nilai-nilai budaya Indonesia, tetapi noffna-nonnayang muncul adalah
nonna-norma Barat/Eropa yang notabenenya adalah liberal kapitalis. Contoh
faktual adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, menguatnya
konglomerasi, monopoli, buruh yang digaj i di bawah UMR dan lain-lain. Ini
semua adalah gambaran belum sinkronnya antara nilai-nilai yang dikehendaki
dengan norma-norma _yang muncul. Apabila hal ini tidak disadari, maka bangsa

kita akan menjadi bangsa dengan 'kepribadian terbelah', di mana terjadi
ketimpangan antara nilai-nilai yang dikehendaki dengan struktur dan notmanya.

Pada saat ini kondisi hukum nasional Indonesia dapat dipilah menjadi
dua bagian besar, yaitu hukrun nasional ' asli' dan hukum peninggalan kolonial.
Hukum peninggalan kolonial pada hakikatnya terdiri dari berbagai peraturan
perundangan yang merupakan warisan Belanda. Sebenamya, berlakunya hukum
peninggalan kolonial ini tidak mutlak diharamkan, karena UUD 1945
memberikan legitimasi. Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum
diamandemen) menyatakan, bahwa segala badan negara dan peraturan yang

ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang
Dasarini.

Permasalahan yang mendasar adalah pada saat ini terdapat kurang lebih
400 (empat ratus) produk hukum kolonial yang sudah kuno dan ketinggalan
zarnan. Jelas tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Wujud produk hukum
ini berupa Undang-undang, doktrin, teori, serta yurisprudensi. Kiranya dalam
pembangtrnanhukummendatang yang perlu diperhatikar adalahmenggarti Jiwal
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paradigma' hukun itu sendiri. D:rlarn membangun hullrm han.rslahbenar-benar'
dari dasar sehingga secarg. kualitatif ber:beda dengan ya.ng sebelumnya. Kita
hetahui bersama tralnva peratLu?nperlndang-undangan kolonial adalah beqiirva
liberal kapitalis, senlentara itu kita rnenclambakan hukum sesuai clengan jiu a

bangsa dan sistcm hulir,rm lnttronesia, ;,aitn Fancasila. Apabila hanl-a
menerjemahkansa.japrcldukhukurnpeninggalankolcnial, Ji',valparadigma'
hr-rkum nasional akan menjadi liberal kapitalis sesuai dengan asal hukumnya.
Perombakan mutlalc dipertuknn, sehingga pembangunan hukurn dirnr,rlai dari
'pondasin5'a' dan Jiwa/paradigma'bangsa Inclonesi4 ataukalaurneminjam istilah
Hans Kelsen sesuai dengan " gyundn ornl-ny a,yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi luridis dalam arti
rnelahirkem berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan
bersumber darinlra. sementara itu Pancasila sebagai ideologi dapat dikolotasikan
sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan
karenanya juga harus bersumber darinya., Perlu ditambahkan bahwa secara
istilah ideologi itu berarti ajaran tentang nilai-nilai yang dianut manusia atau
sekelompok manusia ataunilai-nilai yang diyakini baik dan disepakati untuk
dij adikan pedoman kehidupan bersama, namun dalam kenyataamya, terutama
dalam masyarakat Indonesia, ideologi itu memang telah mempunyai konotasi
sebagai program sosiai politik yang cenderlrng menempatkan lain-lainnya.
termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam
subordonansinya. Padahal menrmrt truD i 945 (setelah amandemen meniadi
UUD Negara Republik lndonesia Tahun 1945) seharusnl,a hukumlah yang
rnengatasi semua program kehidupan berbangsa dan bemegara termasuk pro-
Eam sosial politiknya. Namun dalam konteks ini, apakah hukum itu determinan
atas politik atau sebalik rrya subordinated oleh politik, hal itu tidak akan
mengr-rbah keharusan ballva hukum hams bersumbertan pada Pancasila, dengan
kata lain Pancasila harus menjadi paradigma dari setiap pembangunan hukum
di Indonesia.3

Sadipto Rahardjo, salah seorang Begawan hukum yang pemikirannya
sangat maju, juga dengan I'akin ma-sih menggunakan istilah 'hukum pancasila'

sebagai halyangtepat danrnewakili kebutuhan substantifdankonseptual dalagr
pembangunan lulcrm kita. sosiolog hukum ini mengatakan, bahwa pemakaian

2 Moh. Mahfud, MD, tr,lentbangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitttsi.
LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 52. Lihatjuga dalarn A. Hamid S. Atamimi dalam oetojo
oesman danAlfi,an, Pancasila sebagai ldeologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 , Jakarta, 1992,ha1. 62.

3 Ibid.,hal. 53.
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pengertian system'hukum Pancasila' adalah untuk mewadahi berbagai karakter

nilai yang tumbuh dan ada di lndonesia yang nilai-nilainya sangat khas, seperti

kekeluargaan, kebapakan, keserasian, keseimb angafl, dan musyawarah yang

semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum negeri ini.a Karena hukum
merupakan pelayan masyarakatnya, maka pembangunan hukum di sini harus

sesuai dengan apa yang menjadi akar dan tumbuh di dalam mas)'arakat [ndo-
nesia. Oleh sebab itu, sudah barang tentu bahwa sistem formal yang didominasi

oleh legalisme tiberal akan menimbulkan persoalan khas apabila dilaksanakan

dalam masyarakat lndonesia. 5

Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan

kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal, dan

karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (living law) diberi tempat yang

wajar untuk diberlakukan. Di dalam konsep ini, kepastianhukum harus dijamin

untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya tegaknya hukum-hukum
tertulisyangadakalanyatidakadil. DiKoreakonsepthemleoflawdiadaptasikan
ke dalam konsepsi the rule ofjust law.6

Sementara itu, Syahran Basyah mengidentifikasikan negara hukum Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dengan mengajukan pendapat, bahwa mengingat

Pancasila dijabarkan di dalam Batang TubuhUUD 1945, seperti pasal27,28,

29,30, 33 dzn34,maka di negara hukum Indonesia terdapat hak dan kewajiban

asasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus diperhatikan tetapi j uga

harus ditegakkan dengan mengrngat kepentingan umum, menghoknati hak or-

ang lain, mengindalrkan perlindunganlkepentingan keselamatan bangsa serta

moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. Di dalam

konsepsi yang demikian, hakperorangan diakui, dijamindandilindungi, nalnun

hal itu dibatasi oleh: pertama, fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak

milik; kedua, corak masyarakat Indonesia yang membebankan manusia

perorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga,

masyarakat dan sesamanya.T

Negara hukum Indonesia agak berbeda dengan rechtsstaat maupun

nrle oflaw. Rechtsstaat mengedepankan wefinatigheidyang kemudian disamakan

begitu saja dengan rechtmatigheid, d?n the rule of law mengutamakan prinsip

a Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku

Kompas, J akarta,2003, hal. I 0.
s lbid.
6 lbid.,hal. 11.
7 Syahran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi

di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, hal. 149.
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I

equalilybeforethe law. Tetapi, negarahukumIndonesiamenghendaki kesela.''-

hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kemku:t.:
Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negala hukum Pancas-, *
yakni terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasa.,-
kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan peradr,-
sebagai saranaterakhir. Sernentaraitu, sejauhmenyangkutFIAM, yangditekar*-
bukan hanya hak atau kewaj iban tetapi j alinan yang seimbang antara kedtrurr ,

Dalam kondisi yang berbeda, hukum yang dibuat setelah Indones-,
merdeka banyak yang sudah ketinggalan zarnan, banyak yang tidak a:,
peraturan pelaksanaannya, tidak sinkron secara vertikal maupun horizont'.
Kenyataan ini membawa dampak yang sangat luas, sebagai berikut. Pertare'
adanya hukum yang mati, yaitu peraturan hukumnyaada,tetapi tidak pem-
dilaksanakan (dead letter larv). Kedua timbulnyapenegakanhukum yang ra5--
ragu, tidak ada kepastian dalam menindak perbuatan yang sama-sama melau -
hukum (defensive law enforcement). Ketiga, timbulnya budaya diskresi, 1'a::-
pengembangan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan selera peneg-'
hukumnya. Diskresi ini akan berarti positif apabila dapat menjadi umpan ba-,
kepada legi slatif untuk perbaikan undang-undang. Sebal iknya, diskre si ak-
menimbulkanefeknegatifapabilatimbulpenyelewenganyangmelu,as. Keemp"'-

filbulnya budaya pragmatisme. Pragmatisme menrpakan pengambilan kepunr--*.

yang hanya didasarkan pertimbangan praktis dan sifatnya hanya sesaat ,j-
berjangka pendek. Disadari sepenulrny4 bahwa pembangunan hukum bukan-,*
proses yang instant, dibuhrhkan waktu yang lama, pemikiran yang mendala::

dan berproses terus-menerus sesuai dengan dinamika yang dialami oleh bang--
itu sendiri. Hal yang cukup esensial dalam pembangr.nan hukum nasional ada-
menentukatrjiwa atau paradigma hukurn, J'ang dalam hal ini Paradigma Hukr::
Indonesia adalah Paradigma Pancasila.

2. Pancasila Sebagai Sumberdari Segala SumberHukum
Sebelum membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumb*;

hukum, adalah penting untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsepsi tenta:;

8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, B":.t
Ilmu, Surabaya,1987,hal. 85. Dikatakan lebih lanjut, bahrva elemen-elemen penr--;
dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah: (1) Kesera.-i:
hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan: -
Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan-kekuasaan negara. :
Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan sebagai sarana teral; -

jika rnusyawarah gagal; (4) Keseirnbangan antara hak dan kewajiban. Ibid.
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staatsfundamentalnorm yang merupakan landasan penting bagi lahimya konsepsi
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Staatslhndamentalnorm (norma frrndamental negara) merupakan istilah
r ang digunakan oleh Hans Nawiasky dengarr teorinya tentang JenjangNorma
Hukum (Die Theorie von Stufenordnung der Rechtsnormen) sebagai
pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (Stufentheorie).e

Inti dari konsepsi Staatsflrndamentalnorm (norma fi.indamental negara)
dari Hans Nawiasky adalah: ( 1 ) Staatsfundamentalnorm merupakan norma
hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertam a; (2)
Staatsfundarnentalnorm merupakan norma tertinggi dalam suatu negar4 dimana
ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi pre-s upposed
atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan
merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya noffna-norma
hukum di bawahnya; (3) Isi dari staatsfundamentalnormmervpakan dasar
bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara
(s taatsv erfas sung), termasuk norma pengubahnya; (4) Hakekat hukum suatu
staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau
undang-undang dasar. ro

Jika konsep si s t a at sfu n d am e tut al n o r m y angdikemukakan oleh Hans
Nawiaskytersebut diterapkan dalam sistem normahukum di lndonesia maka
norma-norma hukurn yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang
berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok di mana
pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang
lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma
dasar negar a (s t aat sfundatnentalnornl Indonesia, yaitu pancasila. I r

Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggturakan hierarkisitas nomra
Kelsen untuk kemudian membangun stufenbau der rechtsordnung theorie
(teori hierarkisitas norma hukum). Ia menuliskan bahwa hierarkhisitas hukum
itu dapat terbagi menjadi empat tingkatan: Pertama, staatsfundamentalnorm

e Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia:Makna, Kedudukqn dan
Implikasi Hukum Naskah Proklamasi l7 Agustus 1945 dalam sistem
Ketatanegaraan R1, Konstitusi Press dan citra Media, Jakarta dan yogyakart a,2006,
hal.54-59.

r0 Denny Indrayana, Penerapan Konsepsi pancasila sebagai sumber dari
segala sumber Hukum dalam Penyusunan peundang-udangan (studi Kasus uU
No. I I Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussram), FH uGM,
2007,hal. I l-12

I lbid.
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yarlg berupa norrna dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum:
Kedua, staatsgrundgezetze yangberupa hukum dasar yang apabila dituangkan
dalam dokunren negara menjadi konstitusi atau ven)as:iung; Ketiga,Jbrmele
gezetze atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat
ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian
pelaksanaan maupurl sanksi hukum; Keempat, verordnung en danautonome
satzungen yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik
yang lahir dari delegasi maupun atribusi.12 . Secarahierarkisitas tersebut, ahli
ilmu perundang-undangan di Indonsia banyak melihat Pancasila sebagai
s t a a tsfundam e nt al nornt y angdianut oleh Hans Nawiasky tersebut. Pancasila-
lah yang diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum
(s t aat sfund ctnt e n t al n or m) .t 

3 
.

Sementara itu JimlyAsshiddiqie menyatakan, bahwa dalam hal ini Hans
Nawiasky menyebut ger " undno r nt itu dengan istilah s t aat sfundame nt al no r nt
yang j uga dibedakannya dari konstitusi . Tidak semua nilai-nilai yang terdapat
dalam konstitusi merup akan s taat sfunme nt alnorm. Nilai-nilai yang termasuk
staatsfundamentalnornt nenurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandrurg di
dalam konstitusi itu, sedangkan norrna-norrnay-ang tertulis di dalam pasal-pasal
undang-undang daSartermasuk kate gon abstract nornts. olehkarena itu, jika
dikaitkan dengansistemkonstitusi Republiklndonesia, dapatdibedakan antara
Pembukaan UUD I 945, dengan pasal-pasal UUD 1945 . | 4

t2 lbid., hal. 21, dikutip dari Dardji Damrodihardj o, Pokok-pokok Fitsafat
Huktmr, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukunt Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1999.

t3 lbid., dikutip dari Hamid S. Affamimi, Peranan Keputttsan Presiden Repubtik
Indonesia dalant Menyelenggarakan Pemerintah Negara (studi Anatisis Mengenai
Keputusan Presiden yang Berfimgsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Vil).
Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,ha1..323 "

la JirnlyAsshiddiqie, Pengantar llmu Tata Negar4 Sekretariat Jenderal Dan
Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,ha\.201. Lebih lanjut
dikatakan, bahkan Padmo wahyono dan Hamid s. Attamimi menyejajarkan pengertian
staatsfundamentalnorm itu dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.
sedangkan pasal-pasal UUD 1945 didudukkan sebagai abstract norm.r. oleh karena
itu, dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Padmo Wahyono dan
Hamid S. Attamimi, Pancasila itu harus ditempatkan di luar dan di atas uuD 1945.
Pandangan yang demikian, sampai sekarang terus dianut oleh murid-murid padmo

Wahyono dan Hamid S. Attamimi, seperti tercermin, misalnya, dalam pandangan
Maria Farida Indrati mengenai hal tersebut. Lihat Maria Farida rndrati, Ilnu
Pertmdang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Jakafta, 1998.
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Dardj i Darmowihardj o menyebutkan, bahwa pancasila yang sah dan benar
adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan
secara obyektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar
negra yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggmakan pemerintah
negara. Secara obyektif ilmiah karena pancasila adalah suatu paham filsafat,
suatu p hi I o s op hi c al w ay of t hi nki n g s y s t e m,sehingga uraiannya harus lo gi s
dan dapat diterima akal sehat.re

C.Kesimpulan

untuk mewujudkan pembangunan hukum berparadigma pancasila dalam
trend globalisasi, maka diperlukan beberapa pemikiran antisipatifdalam bidang
hukum,yaitu:
1 . Pembangunanhuk-um dimulai dari 'pondasinya' dan Jiwa/paradigma' bangsa

Indonesia, atau kalau meminjam istilah Hans Kelsen sesuai dengan
" grundnorm-nya, yaitu Pancasila. Inti dari negara hularm pancasila adalah
penegalian keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum
dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat
(iving law) diberi tempat yang waj ar untuk diberlakukan. Di clalam konsep
ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadila4
bukan hanya tegaknya hukum-hukum tertulis yang adakalanya tidak adil;

2. Dengan mendasarkan pandangan Hans Nawiasky, secara hierarkisitas
perundang-undangan di Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum (s t aat sfundante ntalnorm)
Namun hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli hukurn, bahwa
sumber dari segala sumber hukum. bukan Pancasila melainkan untuk
Proklamasi Kemerdekaan 1 TAgustus 1945 yangdisebutnya dengan'maha-
sumber dari segala sumber hukum' ,'the source of the sources';

3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumberhukum dipertegas dalam
Penjelasan Pasal2 UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sehingga setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila.

r e Dahlan Th aib, P anc a s i l a Yur i di s Ke t at an e g ar q a n,AMp yKpN, yograkart4
l99l,hal.50.
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